PENGumumn ”FERM’L!?AN PEME?INT

PEDOMAN PEMERIKSAAN LAPANGAN DALAM RANGKA
PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
(Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2017,
tanggal 21 April 2017)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan kepercayaan
Waijib Pajak terhadap institusi Direktorat Jenderal
Pajak sehubungan dengan pelaksanaan Pemerik-
saan Lapangan dalam rangka Pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpa-
jakan; j

bahwa dalam rangka menjaga integritas dan pro-
fesionalisme Pemeriksa Pajak sehubungan den-
gan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan dalam
rangka Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk
meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan perlu
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
tentang Pedoman Pemeriksaan Lapangan Dalam
Rangka Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan se-
bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4999);

Peraturan Pémerintah Nomor 74 Tahun 2011 ten-
tang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan
Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tamba-
han Lembaran Negara Republik indonesia Nomar
52681);

Peraturan Menteri Keéuangan Nomor 17/
PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Men-
teri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No-
mor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemer-
iksaan;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : .
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TEN-

TANG

PEDOMAN PEMERIKSAAN LAPANGAN

DALAM RANGKA PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI
KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJA-
KAN.

{1)

(2)

{3)

(4)

Pasal 1

Pemeriksaan Lapangan dalam rangka Pemerik-
saan untuk menguji kepatuhan pemenuhan ke-
wajiban perpajakan diawali dengan pemberita-
huan kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannya
Pemeriksaan Lapangan dengan menyampaikan
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman

surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti :

pengiriman.

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan se-
bagaimana dimaksud pada ayat {1} disampaikan
bersamaan de'ngan surat panggilan kepada Wajib
Pajak.

Dengan disampaikannya Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Wajib Pajak tidak dapat membet-
ulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampai-
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{1

(2)

(3)

| 4)

1)

kan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang |
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan seb- |

agaimana telah beberapa kali diubah terakhir den-
gan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Pasal 2
Surat panggilan kepada Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) merupakan su-
rat yang digunakan Pemeriksa Pajak untuk me-
manggil Wajib Pajak ke kantor Direktorat Jen-
deral Pajak sebagai prosedur awal Pemeriksaan
Lapangan,
Surat panggilan kepada Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} memuat paling sedikit;
a. waktu, tempat, dan maksud dilaksanakannya
pertemuan antara Pemeriksa Pajak dengan
Wajib Pajak; dan
b. buku, catatan, dan dokumen yang harus diba-
wa oleh Wajib Pajak.
Waktu dilaksanakannya pertemuan sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) huruf a ditentukan paling
lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya su-
rat panggilan, dengan mempertimbangkan lokasi
Wajib Pajak.
Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh format se-
bagaimana tercantum dalam lampiran yang meru-
pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Di-
rektur Jenderal ini.

Pasal 3
Pertemuan sebagaimaﬁa dimaksud dalam surat
panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) harus dihadiri oleh:

@

(3

(4}

{5)

m

a. wakil Wajib Pajak sesuai dengan Pasal 32 ayat |

{1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Per-
pajakan sebagaimana telah beberapa kali di-
ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2009, untuk Wajib Pajak Badan;

b. orang pribadi yang bersangkutan, untuk Waijib
Pajak ‘arang pribadi;

c. salah eorang ahli waris, pelaksana wasiat
atau y«ng mengurus harta peninggalan, untuk

warisan yang belum terbagi; atau

d. wali atau pengampunya, untuk anak yang be-
lum dewasa atau orang yang berada dalam
pengampuan,

Pertemuan antara Pemeriksa Pajak dengan Waijib

Pajak harus dilakukan;

a. pada waktu dan tempat sesuai dengan surat
panggilan; dan

b. diruangan khusus yang memiliki alat perekam
suara (audio) dan gambar (visual).

Wajib Pajak yang menghadiri pertemuan seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didam-

pingi oleh pihak lain.

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat {3)
antara lain pegawai atau konsultan pajak yang
memahami kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
Wajib Pajak.

Dalam melaksanakan pertemuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1}, Wajib Pajak harus me-
menuhi permintaan buku, catatan, dan dokumen
yang diperlukan Pemeriksa Pajak sebagaimana
tercantum dalam surat panggitan.

Pasal 4

Dalam hal Wajib Pajak hadir sesuai dengan surat

panggilan, Pemeriksa Pajak:

a. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa
Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2)
kepada Wajib Pajak;

b. memberikan penjelasan mengenai alasan dan
tujuan Pemeriksaan;

c. menandatangani dokumen pakta integritas

yang ditandatangani bersama antara Pemer- |

iksa Pajak dan Wajib Pajak yang dilakukan
Pemeriksaan dan diketahui Kepala Unit Pelak-
sana Pemeriksaan;

d. melakukan permintaan keterangan kepada |

Wajib Pajak yang diperiksa sesuai dengan ke- .

tentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 29
ayat (3) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 6 Ta-
hun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009, yang paling sedikit
harus meminta penjelasan atas hal-hal seb-
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agai berikut; [ lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah-
1) identitas Waijib Pajak yang dimintai ket- , kan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
erangan;

2} proses bisnis Waijib Pajak;

Pasal 6

3) pembukuan atau pencatatan yang dilaku- | (1) Pengujian di tempat Wajib Pajak oleh Pemeriksa
kan Wajib Pajak termasuk dokumentasin- Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat |
va; {3) dan Pasal 5 ayat (1) huruf b didampingi oleh '

4) informasi mengenai pelanggan dan sup- : petugas yang ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana
plier utama Wajib Pajak; Pemeriksaan melalui surat tugas.

B) transaksi-transaksi yang bersifat khusus; | (2) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud
atau [ pada ayat (1}, bertugas untuk:

6) klarifikasi terhadap data yang ditemukan a. memastikan tata cara pemeriksaan telah di-
Pemeriksa Pajak dengan data pada SPT, jalankan sesuai- dengan ketentuan yang ber-
dan menuangkannya dalam Berita Acara : laku;

Pemberian Keterangan; dan : b. memastikan Wajib Pajak dapat meilaksanakan
e. melaksanakan hal-hal lain sesuai dengan tata hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang
cara Pemeriksaan. berlaku; dan
(2) Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat ¢. memastikan Pemeriksaan terselenggara ses- |
(1) huruf ¢ dan Berita Acara Pemberian Keteran- uai dengan tata kelola pemerintahan yang
gan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d baik. '
dibuat sesuai dengan contoch format sebagaima- | (3) Setelah melakukan tugas pendampingan, petugas
na tercantum dalam lampiran yang merupakan | yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat |
bagian tidak terpisahkar.'n dari Peraturan Direktur (1) menyusun dan menyampaikan laporan kepada
Jenderal ini. Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan.
(3) Berita Acara Pemberian Keterangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d menjadi dasar Pasal 7 _
bagi Pemeriksa Pajak untuk dapat melakukan ! Prosedur lebih lanjut pelaksanaan Pemerik- |
pengujian di tempat Wajib Pajak. | saan Lapangan berdasarkan Peraturan Direktur Jen-
deral ini diatur dalam petunjuk teknis pemeriksaan .
[ Pasal 5 lapangan. !
(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir, Pemeriksa Pa-
jak; | Pasal 8
a. membuat Berita Acara Ketidakhadiran yang | Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku
| ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak; dan = pada tanggal ditetapkan.
b. melanjutkan pelaksanaan Pemeriksaan Lapan-
gan dengan melakukan pengujian di tempat | Ditetapkan di Jakarta
Wajib Pajak. ! pada tanggal 21 April 2017
(2) Dalam hal Wajib Pajak hadir pada waktu yang DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
tidak sesuai dengan surat panggilan dan tan- ttd.
pa melakukan konfirmasi sebelumnya dengan ! KEN DWIJUGIASTEADI
| Pemeriksa Pajak, Wajib Pajak dianggap tidak ha-
| dir sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Catatan Redaksi :
| (3) Berita Acara Ketidakhadiran sebagaimana dimak- ' - Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

sud pada ayat (1) huruf a dibuat sesuai dengan |
contoh format sebagaimana te :antum dalam

{BN)

P )
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ja.

5. Direksi adalah:

a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan
Terbatas adalah direksi sebagaimana dimak-
sud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas;

b. bagi Bank berbentuk badan hukum:

' 1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusa-
haan Perseroan Daerah adalah direksi seb-
agaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin-
tahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Un-
dang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pe-
rubahan Kedua atas Undang-Undang No-
mor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

2) Perusahaan Daerah adalah direksi pada
Bank yang belum berubah bentuk menjadi
Perusahaan Umum Daerah atau Perusa-
haan Perseroan Daerah sebagaimana di-
maksud dalam Undang-Undang Nomeor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

¢. bagi Bank berbentuk badan hukum Kopera-
si adalah pengurus sebagaimana’ dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian;

d. bagi kantor cabang dari bank yang berkedudu-
kan di luar negeri adalah pimpinan kantor ca-
bang dari bank yang berkedudukan di luar
negeri yaitu pemimpin kantor cabang dan pe-
jabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor
cabang.

Dewan Komisaris adalah:

a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan

- Terbatas adalah dewan komisaris sebagaima-
na dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

b. bagi Bank berbentuk badan hukum:

1) Perusahaan Umum Daerah adalah dewan
pengawas sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaima-
na telah beberapa kali diubah, terakhir den-
gan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-
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10.

11.

12.

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Perusahaan Perseroan Daerah adalah
komisaris sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaima-
na telah beberapa kali diubah, terakhir den-
gan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

3} Perusahaan Daerah adalah pengawas pada
Bank yang belum berubah bentuk menjadi
Perusahaan Umum Daerah atau Perusa-
haan Perseroan Daerah sebagaimana di-
maksud dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

¢. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi
adalah pengawas sebagaimana dimaksud

—

2

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian.
Pimpinan Kantor Cabang dari Bank yang

Berkedudukan di Luar Negeri adalah pemimpin
kantor cabang dan pejabat satu tingkat di
bawah pemimpin kantor cabang dari bank yang
berkedudukan di luar negeri.

Pemimpin Kantor Perwakilan adalah pejabat yang
diangkat oleh kantor pusat bank yang berkedudu-
kan di luar negeri untuk memimpin kantor per-
wakilan di Indonesia.

Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertang-
gung jawab langsung kepada anggota Direksi
atau mempunyai pengaruh yang signifikan terha-
dap kebijakan dan/atau operasional Bank.
Tenaga Ahli atau Konsultan adalah perorangan
yang memiliki pengetahuan teknis tertentu den-
gan standar Kualifikasi Keahlian yang memadai.
Pengendalian adalah suatu tindakan y'ang'bertu—
juan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau
kebijakan perusahaan, termasuk Bank, dengan
cara apapun, baik secara langsung maupun tidak
langsung.

Pemegang Saham Pengendali bagi Bank yang
selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum,
orang perseorangan dan/atau kelompok usaha

yang:

W27
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a. memiliki saham perusahaan atau Bank sebe-
sar 25% {dua puluh lima persen) atau lebih
dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mem-
punyai hak suara; atau

b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang
dari 256% (dua puluh lima persen) dari jumiah
saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak
suara namun yang bersangkutan dapat dibuk-

tikan telah melakukan Pengendalian perusa- |

haan atau Bank, baik secara langsung mau-
pun tidak langsung.

Pasal 2 .

(1) Bank dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asing
dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan
memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan ini.

Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing oleh Bank seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memper-
timbangkan ketersediaan Tenaga Kerja Indonesia.

{2)

Pasal 3

Bank hanya dapat memanfaatkan Tenaga Ker-.

ja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk _

jabatan sebagai berikut atau yang setara:
a. Direksi dan Dewan Komisaris;

b. Pejabat Eksekutif; dan/atau

c. Tenaga Ahli atau Konsultan.

Pasal 4

Bank hanya dapat memanfaatkan Tenaga Kerja
Asing pada bidang tugas tertentu.

Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing pada bidang
tugas selain bidang tugas tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan
setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu
dari Otoritas Jasa Keuangan.

Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai
dasar rekomendasi penggunaan Tenaga Kerja As-
ing oleh Bank kepada instansi yang menangani
bidang ketenagakerjaan. '

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan
Tenaga Kerja Asing pada ‘bidang tugas terten-

(2)

(3}

(4)

tu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta |

persyaratan dan tata cara permohonan per-
setujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan.

Pasal B

{4)

Bank dilarang memanfaatkan Tenaga Kerja
Asing pada bidang tugas:

| a. Personalia; dan

b. Kepatuhan.

BAB Il
PEMANFAATAN TENAGA KERJA
ASING OLEH BANK
Pasal 6

Bank wajib menyampaikan rencana pemanfaatan

Tenaga Kerja Asing kepada -Otoritas Jasa Keuan-

gan. :

Rencana pemanfaatan Tenaga Kerja Asing seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dican- |

tumkan dalam Rencana Bisnis Bank.

Perubahan terhadap rencana pemanfaatan Tena-
"ga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib dicantumkan dalam perubahan Rencana

Bisnis Bank.

Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing di luar ren-

cana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) han-

ya dapat dilakukan dengan persetujuan Otoritas

Jasa Keu'angan dan memenuhi ketentuan: :

a. dalam hal pemanfaatan Tenaga Kerja Asing

dilakukan sebelum penyampaian perubahan |
Rencana Bisnis Bank, Bank wajib melaporkan

- pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dalam pe-
rubahan Rencana Bisnis Bank; atau

b. dalam hal pemanfaatan Tenaga Kerja Asing |

dilakukan setelah penyampaian perubahan

Rencana Bisnis Bank, Bank wajib melaporkan

pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dalam Lapo-

ran Realisasi Rencana Bisnis Bank.

Pasal 7

Bank wajib meminta persetujuan dari Otoritas
Jasa Keuangan sebelum mengangkat Tenaga Kerja
Asing untuk menduduki jabatan sebagai Direksi, De-
wan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif.

(nm

(2)

(3)

Pasal 8

Tenaga Kerja Asing sebagai Direksi dan/atau |
Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan:

a. dinyatakan disetujui dalam penilaian kemampuan

dan kepatutan; dan

b. memiliki pengetahuan tentang Indonesia, teruta-

ma mengenai ekonomi, budaya, dan bahasa Indo-

nesia.

Pasal 9 .
Tenaga Kerja Asing sebagai Pejabat Eksekutif ha- |
rus memenuhi persyaratan:

(1
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(2)

1

{2}

a. memiliki pengalaman dan keahlian sesuai den-
gan bidang tugas yang akan ditempati;

b. tidak merangkap jabatan pada Bank, perusa-
haan, atau lembaga lain; dan

¢. mampu menggunakan bahasa Indonesia se-
cara memadai.

Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi per-

syaratan:

a. jabatan eksekutif yang akan ditempati berada
pada 1 (satu) tingkat di bawah direktur;

b. hanya diperkenankan untuk jabatan yang be-
rada di kantor pusat Bank;

¢. mempertimbangkan ketersediaan Tenaga Ker-
ja Indonesia untuk bidang dan keahlian yang
dibutuhkan; dan

d. jangka waktu pemanfaatan setiap Tenaga
Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat di-
perpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu)
tahun.

Pasal 10

Bank wajib melaporkan pengangkatan Tenaga
Kerja Asing sebagai Tenaga Ahli atau Konsultan
kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bank wajib menyampaikan laporan pengangka-
tan Tenaga Kerja Asing sebagai Tenaga Ahli atau
Konsuitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pen-
gangkatan.

Pasal 11
Tenaga Kerja Asing sebagai Tenaga Ahli atau

Konsultan harus memenuhi persyaratan:

(1)

Kualifikasi Keahlian;

tidak merangkap jabatan pada Bank, perusahaan,
atau lembaga lain;

mempertimbangkan ketersediaan Tenaga Kerja
Indonesia untuk bidang dan keahlian yang dibu-
tuhkan; dan

jangka waktu ‘pemanfaatan setiap Tenaga Kerja
Asing sebagai- Tenaga Ahli atau Konsultan pal-
ing lama 3 {tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1
{satu) kali paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 12
Bank yang 25% (dua puluh lima persen) atau
lebih sahamnya dimiliki oleh warga negara asing
dan/atau badan hukum asing dapat memanfaat-
kan Tenaga Kerja Asing untuk jabatan:

(2)

{3)

(4)

(5)

(1

(2)

(3)

(1

(2)

Direksi;

Dewan Komisaris;

Pejabat Eksekutif; dan/atau

. Tenaga Ahll atau Konsultan.

Ketentuan sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku bagi Bank yang berbentuk kantor

oo oo

cabang dari bank yang berkedudukan di luar neg- |

eri.

Mayoritas anggota Direksi sebagaimana dimak-
sud pada ayat {1) huruf a wajib berkewarganega-
raan Indonesia.

50% {lima puluh persen) atau lebih dari anggota
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b waijib berkewarganegaraan Indo-
nesia.

Mayoritas Pejabat Eksekutif di kantor pusat Bank '

waijib berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 13
Bank yang kurang dari 26% (dua puluh lima pers-

en) sahamnya dimiliki oleh warga negara asing |

dan/atau badan hukum asing, hanya dapat meng-
gunakan Tenaga Kerja Asing untuk jabatan Tena-
ga Ahli atau Konsultan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi Bank yang memenuhi kriteria:
a. kepemilikan warga negara asing dan/atau

badan hukum asing terhadap bank kurang dari |

25% (dua puluh lima persen), namun warga
negara asing dan/atau badan hukum asing
merupakan PSP Bank; atau
b. terdapat unsur Pengendalian dari warga neg-
ara asing dan/atau badan hukum asing terha-
dap Bank.
Bank yang memenuhi kriteria pengecualian seb-
agaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggu-
nakan Tenaga Kerja Asing untuk jabatan Direksi,
Dewan Komisaris, dan/atau Tenaga Ahli atau
Konsultan.

Pasal 14
Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di

luar negeri hanya dapat menggunakan Tenaga |

Kerja Asing untuk jabatan:

a. pimpinan kantor cabang; dan/atau

b. Tenaga Ahli atau Konsultan.

Diantara anggota Pimpinan Kantor Cabang dari
Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pal-
ing sedikit terdapat 1 (satu) orang pejabat yang
berkewarganegaraan Indonesia.
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Pasal 15
Kantor perwakilan dari bank yang berkedudu-
kan di luar negeri hanya dapat ménggunakan Tenaga
Kerja Asing untuk jabatan:
a. Pemimpin Kantor Perwakilan; dan/atau
b. Tenaga Ahli atau Konsultan.

Pasal 16

(1) Pemanfaatan Tenaga Keria Asing untuk jabatan
selain yang diperkenankan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 han-
ya dapat dipertimbangkan untuk kasus tertentu
dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara den-
gan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Dalam hal diperlukan perpanjangan jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, Bank wajib
memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
terlebih dahulu.

BAB Il
KEWAJIBAN ALIH PENGETAHUAN
(TRANSFER OF KNOWLEDGE)
Pasal 17

(1) Bank® wajib menjamin terjadinya alih pengeta-
huan (transfer of knowledge) dalam pemanfaatan
Tenaga Kerja Asing.

(2) Kewajiban alih pengetahuan (transfer of knowl-
edge) dalam pemanfaatan Tenaga Kerja Asing se-
bagalmana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi
Bank yang memanfaatkan Tenaga Kerja Asing
sebagai Pejabat Eksekutif dan/atau Tenaga Ahli
atau Konsultan.

(3} Kewajiban alih pengetahuan (transfer of knowl-
edge) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di-
lakukan melalui;

a. penunjukan 2 (dua) orang tenaga pendamping
untuk 1 (satu) orang Tenaga Kerja Asing;

b. pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga
pendamping sebagaimana dimaksud dalam
huruf a sesuai dengan kualifikasi jabatan yang
diduduki oleh Tenaga Kerja Asing; dan

¢. pelaksanaan pelatihan atau pengajaran oleh
Tenaga Kerja Asing datam jangka waktu ter-
tentu terutama kepada pegawai Bank, pelajar,
mahasiswa, dan/atau masyarakat umum.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ke-
wajiban pelatihan atau pengajaran oleh Tenaga
Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf ¢ ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas
Jasa Keuangan.

Pasal 18
Bank wajib melaporkan hasil pelaksanaan
kewajiban alih pengetahuan (transfer of knowledge)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada setiap
akhir tahun dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis
Bank. g

BAB IV
PERMOHONAN PERSETUJUAN DAN
PELAPORAN ATAS PEMANFAATAN
TENAGA KERJA ASING OLEH BANK

Pasal 19

{1} Permohonan persetujuan pemanfaatan Tenaga
Kerja Asing sebagai Direksi dan/atau Dewan
Komisaris dilakukan dengan méngacu pada ke-
tentuan peraturan perundang-undangan menge-
nai kepengurusan bank.

{2) Permohonan persetujuan pemanfaatan Tenaga
Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum
Bank menyampaikan permohonan izin menggu-
nakan Tenaga Kerja Asing kepada instansi yang
menangani bidang ketenagakerjaan.

Pasal 20
(1) Permohonan persetujuan pemanfaatan Tenaga
Kerja Asing sebagai Pejabat Eksekutif sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 7 diajukan aleh Bank
kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:
a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau
Departemen Perbankan Syariah, bagi Bank
yang berkantor pusat atau kantor cabang dari
bank yang berkedudukan di luar negeri yang
berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu-
kota Jakarta; atau

b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau

~ Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat ses-
uai dengan wilayah tempat kedudukan kantor
pusat Bank.

(2) Permohonan persetujuan pemanfaatan Tenaga
Kerja Asing sebagal Pejabat Eksekutif sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1} diajukan kepada Otori-
tas Jasa Keuangan sebelum Bank menyampaikan
permohonan izin menggunakan Tenaga Kerja As-
ing kepada instansi yang menangani bidang ke-
tenagakerjaan,

(3) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan
pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagai Peja-
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bat Eksekutif atas permohonan sebagaimana di-
maksud pada ayat (2} Otoritas Jasa Keuangan
melakukan:

a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran
dokumen; dan

b. wawancara terhadap calon Pejabat Eksekutif
dalam hal diperlukan.

Persetujuan atau -penolakan atas pemanfaatan

Tenaga Kerja Asing sebagai ‘Pejabat Eksekutif

diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

sejak dokumen permohonan diterima secara leng-
kap.

Pengangkatan Tenaga Kerja Asing sebagai Peja-

bat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Otoritas

Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari ker-

ja setelah tanggal pengangkatan efektif dilampiri

dengan dokumen pendukung.
Pasal 21
Pelaporan pemanfaatan Tenaga Kerja Asing

sebagai Tenaga Ahii atau Konsultan sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada Otoritas

Jasa Keuangan dengan alamat:

a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau De-
partemen Perbankan Syariah, bagi Bank yang
berkantor pusat atau kantor cabang dari bhank
yang berkedudukan di luar negeri yang berada di
wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
atau

b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau
Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai
wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.

(4)

(5)

Pasal 22

Bank wajib menyampaikan laporan realisasi
pemanfaatan Tenaga Kerja Asing kepada Otaritas
Jasa Keuangan 1 {satu) kali dalam 1 (satu} tahun.
Laporan realisasi pemanfaatan Tenaga Kerja As-
ing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dican-
tumkan dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis
Bank setiap akhir tahun.

{1

(2)

BAB V

SANKS!

_ Pasal 23
Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3,
Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2}, Pasal 5, Pasal
6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1),
Pasal 12 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), Pasal 12
ayat (5), Pasal 13 ayat {1}, Pasal 14 ayat (1),

(1)

Pasal 15, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (1),
Pasal 18, dan/atau Pasal 22 ayat (1) dalam Per-
aturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan
sanksi administratif sebagaimana diatur dalam
Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau Pasal 58
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah.

Bank yang tidak menyampaikan laporan dalam
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (2) dan/atau Pasal -20 ayat (5), dikena-
kan sanksi administratif berupa denda sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah} per hari ket-
erlambatan per laporan dengan denda paling ban-
yak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta
rupiah) per laporan.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) tidak menghilangkan kewa-
jiban Bank untuk menyampaikan laporan.

(2)

(3}

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24
Semua ketentuan peraturan perundang-un-
dangan mengenai Direksi, Dewan Komisaris, dan Pe-
jabat Eksekutif Bank sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tetap
berlaku bagi Tenaga Kerja Asing.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor
9/8/PBI/2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja As-
ing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbank-
an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik In-
donesia Nomor 4732), dicabut dan_dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 26

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai
berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuan-
gan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia.
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TENTANG
PEMANFAATAN TENAGA KERJA ASING .
DAN PROGRAM ALIH PENGETAHUAN
DI SEKTOR PERBANKAN

UmMuM
Perbankan Indonesia dewasa ini dituntut un-
tuk melakukan penguatan permodalan antara lain

untuk meningkatkan daya saing dalam mengha-

dapi era globalisasi. Dalam memperkuat struktur
permodalan, bank antara lain menggunakan sum-
ber dana asing. Masuknya investasi asing pada
gilirannya dapat membawa konsekuensi semakin
meningkatnya pemanfaatan Tenaga Kerja Asing
dalam kegiatan operasional Bank.

Sementara itu, persaingan yang semakin ket-

at juga mendorong Bank untuk selalu melakukan |

inovasi di bi(;ang teknologi, produk dan jasa Bank
yang tidak jarang memerlukan keahlian tertentu
yang belum sepenuhnya dapat diisi oleh Tenaga
Kerja Indonesia.

Oleh karena itu, selain untuk mengisi kelang-
kaan tenaga ahli Indonesia pada bidang tertentu,
pemanfaatan Tenaga Kerja Asing harus mendo-
rong terciptanya alih pengetahuan (transfer of
knowledge) kepada Tenaga Kerja Indonesia. ‘

Untuk itu pemanfaatan Tenaga Kerja Asing
harus die ir lebih lanjut sehingga dapat mendu-
kung upa 1 menciptakan sistem perbankan yang
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sehat dan tidak merugikan kepentingan nasional.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 dan Pasal 2

Cukup jelas. .
Pasal 3 q |
Huruf a )

Pada kantor cabang dari bank yang berkedudu- |
kan di luar negeri, yang disetarakan dengan Direk-
si adalah Pimpinan Kantor Cabang dari Bank yang
Berkedudukan di Luar Negeri, sedangkan pada
kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan |
di luar negeri adalah Pemimpin Kantor Perwakilan.
Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Tenaga Kerja Asing sebagai Tenaga Ahli atau ,
Konsultan tidak menduduki jabatan struktural |
pada Bank dan tidak mempunyai wewenang un-
tuk membuat keputusan operasional Bank.,

Pasal 4 i |
Ayat {1)

Cukup jelas.

Ayat (2) |

Pada dasarnya Tenaga Kerja Asing hanya
dapat menduduki jabatan pada bidang tugas ter-
tentu yang telah dirinci dalam Surat Edaran Otori- |
tas Jasa Keuangan.

Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan hanya
diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan |
dan kondisi Bank secara kasus perkasus serta
bersifat sementara.

Yang dimaksud dengan bidang tugas dalam |
ayat ini tidak termasuk bidang tugas personalia
dan bidang tugas kepatuhan, sebagaimana di-
maksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
ini.

Ayat (3)

Pemberian rekomendasi Tenaga Kerja Asing
kepada instansi yang menangani bidang ketena-
gakerjaan merupakan salah satu bentuk koordina-
si antar instansi.untuk penanganan Tenaga Kerja |
Asing.

Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan seb-
agaimana dimaksud pada ayat ini tidak serta
merta menyebabkan Tenaga Kerja Asing dapat
menduduki jabatan pada bidang tersebut sebelum
adanya izin dari instansi yang menangani bidang
ketenagakerjaan.

Avyat {4)
Cukup jelas.
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Pasat '
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Tata cara penyusunan dan penyampaian |

rencana pemanfaatan Tenaga Kerja Asing seb-
agaimana dimaksud pada ayat ini mengacu pada
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang menga-
tur mengenai rencana bisnis bank umum.
Ayat (3) dan Ayat {4}

Cukup jelas.
Pasal 7

Permohonan persetujuan pemanfaatan Tena-

ga Kerja Asing sebagai Pejabat Eksekutif disertai

dengan dokumen berupa:

a. 1 (satu) buah pas foto 1 {satu) bulan terakhir
ukuran 4x6 {(empat kali enam) cm;

b. fotokopi paspor;

riwayat hidup;

d. fotokopi surat keterangan pengalaman kerja
dari perusahaan sebelumnya dan sertifikat ke-
ahlian, profesi, pendidikan atau pelatihan;

0

e. fotokopi konsep kontrak kerja atau surat 5

penugasan dari Bank; dan
f. contoh tanda tangan dan paraf.

Yang dimaksud dengan “surat penugasan”
dalam huruf e adalah surat penugasan kerja
dari kantor pusat, kantor cabang dari bank yang
berkedudukan di luar negeri atau kantor per-
wakilan dalam hal terdapat pemanfaatan Tenaga
Kerja Asing.

Pasal 8
Huruf a

Penilaian kemampuan dan kepatutan di-
lakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan yang mengatur mengenai penilaian ke-
mampuan dan kepatutan.

Huruf b

Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)

Huruf a

Pemenuhan persyaratan ini antara lain di-

lakukan dengan menyampatkan surat keterangan

mengenai pengalaman kerja dan sertifikat keahl- |

ian, profesi, pendidikan dan/atau pelatihan.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Pemenuhan persyaratan kemampuan ber-
bahasa Indonesia yang memadai -dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah yang
bersangkutan menduduki jabatan tersebut.

Avyat (2)
Huruf a

Pemenuhan persyaratan ini dapat dilakukan
dengan menyampaikan struktur organisasi Bank.
Huruf b

Bagi kantor cabang dari bank yang berkedudu-
kan di luar negeri, yang dimaksud dengan “kantor
pusat Bank” adalah kantor yang menjadi induk
operasional Bank tersebut di Indonesia.

Huruf ¢ '

Pemenuhan persyaratan ini dilakukan Bank

antara lain dengan menyampaikan penjelasan

mengenai dasar pertimbangan Bank untuk meng-

gunakan Tenaga Kerja Asing dan menyampaikan
bukti tentang upaya yang telah dilakukan Bank

dalam mencari Tenaga Kerja Indonesia yang dibu- |

tuhkan, sebelum akhirnya memutuskan untuk

menggunakan Tenaga Kerja Asing.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Laporan pengangkatan Tenaga Kerja Asing
sebagai Tenaga Ahli atau Konsultan disertai den-
gan dokumen berupa:

a. 1 (satu) buah pas foto 1 (satu} bulan terakhir

ukuran 4x6 {empat kali enam) cm;

fotokopi paspor;

riwayat hidup;

fotokopi kontrak kerja;

contoh tanda tangan dan paraf;

fotokopi bukti atau keterangan tentang Kuali-

fikasi Keahfian;

g. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)
dan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
{IMTA) yang dikeluarkan oleh instansi yang
berwenang; dan :

h. surat pernyataan tidak merangkap jabatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a
Pemenuhan, persyaratan Kualifikasi Keahlian

antara lain dilakukan dengan menyampaikan su-

rat keterangan mengenai pengalaman kerja dan/
atau sertifikat keahlian.

Huruf b
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Cukup jelas.
Huruf ¢

Pemenuhan persyaratan ini dilakukan Bank
antara lain dengan menyampaikan penjelasan
mengenai dasar pertimbangan Bank untuk meng-
gunakan Tenaga Kerja Asing dan menyampaikan
bukti tentang upaya yang telah dilakukan Bank
dalam mencari Tenaga Kerja Indonesia yang dibu-
tuhkan, sebelum akhirnya memutuskan untuk
menggunakan Tenaga Kerja Asing,
Huruf d

Cukup jelas.
Pasal 12
Avyat {1) 2

Kepemilikan saham bank 25% (dua puluh lima
persen) tersebut merupakan saham yang tercatat
dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal terdapat kepemilikan saham Bank
oleh warga negara asing dan/atau badan hukum
asing yang diperoleh melalui pembelian di bursa
efek dan tidak dicatatkan dalam administrasi Oto-
ritas Jasa Keuangan, kepemilikan asing pada Bank

dimaksud belum dapat diakui oleh Otoritas Jasa |

Keuangan sampai dengan 'diperbaruinya catatan
Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan laporan dari
Bank.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan mayoritas adalah leb-
ih dari 50% (lima puluh persen).
Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan mayoritas adalah leb-
ih dari 50% (lima puluh persen).

Pemenuhan persyaratan ini dapat dilakukan
dengan menyampaikan daftar Pejabat Eksekutif
di kantor pusat Bank beserta komposisinya.
Pasal 13
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Warga negara asing dan/atau badan hukum
asing yang dinyatakan Bank sebagai PSP atau
melakukan Pengendalian harus telah diakui oleh
Otoritas Jasa Keuangan dan dicatat dalam admin-
istrasi Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3) Ayat (2}
Cukup jelas. Cukup jelas.
Pasal 14 dan Pasal 15 Pasal 20
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Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1}

Yang dimaksud dengan “kasus tertentu an-
tara lain:

a. kondisi apabila Tenaga Kerja Asing tidak digu-
nakan, Bank akan menghadapi risiko kerugian
varig cukup signifikan; dan

b. Tenaga Kerja Indonesia yang ada dinilai belum

~ dapat memenuhi syarat keahlian yang dibu-
tuhkan.

Ayat (2) dan Avyat (3)

Cukup jelas,

Pasal 17

Avyat (1} dan Ayat {2)

Cukup jelas.

Ayat (3) |

Huruf a |
Pendampingan Tenaga Kerja Asing lebih diti-

tikberatkan pada alih teknologi dan alih keahlian

agar tenaga pendamping memiliki kemampuan

yang dibutuhkan sehingga pada waktunya di-

harapkan dapat menggantikan Tenaga Kerja As-

ing yang didampingi.

Huruf b dan Huruf ¢
Cukup jelas.

Ayat {4)

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19 ’

Ayat {1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai kepengurusan
bank” antara lain ketentuan mengenai:

a. "bank umum;

b. bank umum syariah;

c. perubahan keglatan usaha bank konvensuonal
menjadi bank syariah; ‘

d. persyaratan dan tata cara pembukaan kantor
cabang, kantor cabang pembantu dan kantor
perwakitan dari bank yang berkedudukan di
luar negeri;
penilaian kemampuan dan kepatutan;

f. penerapan tata kelola bagi bank umum; dan/
atau

g. pelaksanaan good corporate governance bagi
bank umum syariah dan unit usaha syariah.




Menimbang :
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Ayat (1) s/d Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Dokumen pendukung berupa:

a. fotokopi kontrak kerja;

b. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)

yang dikeluarkan oleh instansi yang ber- |

wenang; dan

c. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing (IMTA) yang dikeluarkan oleh instansi
yang berwenang.

Pasal 21 s/d Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat |

Eksekutif Bank antara lain berpedoman pada ke-
tentuan mengenai:

a. bank umum;

b. bank umum syariah;

c. perubahan kegiatan usaha bank konvensional
menjadi bank syariah;

d. persyaratan dan tata cara pembukaan kantor
cabang, kantor cabang pembantu dan kantor
perwakilan dari bank yang berkedudukan di
luar negeri;

e. penilaian kemampuan dan kepatutan:

f. penerapan tata kelola bagi bank umum; dan/
atau C-

9. pelaksanaan good corporate governance bagi
bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Pasal 25 dan Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6086

(BN )

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL

BAGIAN 67 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 67)

TENTANG STANDAR KESEHATAN DAN SERTIFIKASI
PERSONEL PENERBANGAN

(Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 69 Tahun 2017, tanggal 4 Agustus 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka melaksanakan amanah
Undang-Undang Nomor 1 Fahun 2009 tentang
Penerbangan, terkait dengan kesehatan personel
penerbangan perlu dilakukan penyesuaian ter-

hadap perkembangan teknologi dan persyaratan |

standar kesehatan penerbangan dari organisasi
penerbangan internasional serta guna menjamin
keselamatan dan keamanan penerbangan;
bahwa dalam melaksanakan kegiatan yang ter-
kait dengan operasional penerbangan, setiap per-
sonel penerbangan wajib disertifikasi.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetap-
kan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Per-

aturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian
67 (Civil Aviatin Safety Regulation Part 67) ten-
tang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel
Penerbangan;

Mengingat :

1.

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan {Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 ten-
tang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
(Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 2001, Tamba-
han Lembaran Negara Nomor 4075);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara {Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8):
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 ten
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